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BUPATI JEMERANA

ERATURAN BUPAT! JEMBRANA

NOMGCR 18 7Ta Hu‘\l 2047

TENTANLG

NCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RT8L)
CORE BUDAYA KOTA NECGARA

BUPATI JEMBRANA

memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan dan perekonarmian
bagi  masyarakai Kabupaien ftembrana wvara o menuiiki

rerkembangan  kote sanga!l dinamis sohingos Hiata
¥ ¢ jd

secara teratur dan terarah sesual dengan  kaidah-kaidah
penataan ruang vang beriaku,
bahwa dalam upaya penjabaraﬂ tebin janjut dan detail dan

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDNWRK) vang teiah ada, maka
pendekatan Rencana Taia Bangunaf

gan Lingkungan (RTBL:
Core Budava Kota Negara pada dgsarnya diperiukan sebagai
mekanisme untuk mengarahkan pertumbuhan  unsur-unsur
fisik kota vyang dikembangkan oleh masyarakat, swasta.
maupun pemerintak, dengan bercorientasi pada kebutuhan
pembangunan di kawasan berpotensi, menyandang ciri wajah
kota, dan memiliki prioritas mendesak, serta dicperasonalian
secara tiga dimensionai,

bahwa berdasarkan pertimbangen dimaksud huryf 2 dan b

maka periu menetapkan Peraturan Bupall tentang Rencana

Bangunan dan Lingkungan (RTBLY Core budays Kola Negara;

Undang-Undang Nomor 6% Tahun 19

(v

28
Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkarl |
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Thmur (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahur [95% Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indoresia Nomor 16550,

L
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tHodang-Undang Nomur § Tahiun 1960 tentang Peraturon Dasar
Pokok - Pokok Agraria {Lembaran Negarsa Repubiik indons
Tahun 1260 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan {Lembaran
Negara Repubilik Indonesia Tahun 1980 Nomor 33. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 313861
Undang-tindang: Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumazhan dan

T
Vs
T

Permukiman (_embaran Negara Republik indonesia Tahun 1992
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar
Budaya {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1992 Nomor
27, Tambahan {embaran Negara Republik indonesia Nomor
3470).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruangy
(Lembaran Negara Republik indonasia Tahun 1997 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1397 tentany Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesis

c

1

I Ly
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Nomor 3585) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Nomor 34 Tahun 20080 {Lembaran Negara Repubiik Indonasia
Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesis
Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1397 fentang RKeentuan-
Ketentuan Pokok Pengeloiaan Lingkungan Higup iLembaran
Negara Republik fndonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik indenesia Nomor 3699)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 ientang Ketendyd
Listrikan {(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun :

e
[4H]
i
o

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republic in
Nomor 4226), '

Undang-uUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2067
Nomor 134, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia

Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentarg Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomaor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomoy
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-uUnaang Nomors
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemermtahan
Daerah Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);



12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbany
Keuangan aniara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daecrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438 1.

13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 198% teniang jafan
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1985 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3097

14.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

991 tent
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1991 Nomor 44),
15.Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cauar
Budaya {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomior
27, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomaor

3470y

I6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahurn 1899 teatang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repuilik
indonesia Tahun 1999 Nemor 59, Tambahan Lermbaran \smwd
Republik Indonesia Nomor 3838);

17.Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah,

18.Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum,

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ¢ Tahun 1987 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kota,

20 Peraturan Menteri Negara Agraria'Kepala Badan Pertanahan
Nasionai Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Keppres Nomor 55 Tahun 1993;

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 549 tentang Petunjui

Pefaksanaan Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 198/

22 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum  Nomoir G2 .KPTS 1485
tentang Pencegahan dan Penanggutangan Kebakaran pada
Bangunan-Bangunan Gedung;

23.Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
Propinsi Bali Tahiva 2005 Nomor 7, Tambanan Llembaran Dasrah
Propinsi Bali Nomor 5);

24 Peraturan Daerah Kabupaten jlembranc Nomor 7 Tahun 0%
tentany Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten jembrang
Lembaran Daerah Kabupaten jembrana Tahun 2002 Nomor 451

25.Peraturan Daerah Kabupaten Jlembransa Nomor 3 Tahun 2004
tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten jembrana Tahun

2904 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerabh  Kabupaiss

lembrana Nomor 15);



26.Peraturan Bupatl Jembrana Nomor 15

-
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Rencana Deiail Tata Ruang Kota Negara (Berita Daerah Kabupaien
Jembrana Tahun 2006 Nomor 15)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DaN

LINGKUNGAN (RTBL) CORE BUDAYA KOTA NECARA

BAR !
KETENTUAN UMUM
Pasal §

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

oW Py —

[*a)

o

10.

Daerah adalah Kabupaten Jembrana;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten jembrana;

Bupati adalah Bupati Kabupaten fembrana:

DPRD adalah Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

Kawasan Core Budaya Kota Negara ini adalah salah satu Kawasan potensial di
sepanjang koridor jalan utama Kota Negara vang memiliki fungsi sehayai
kawasan perdagangan wilayah, perbelanjaan lokal. pusat pemerintahan dan
terminal regional serta terminal cargo.

Tri Hita Karana adalah tiga unsur keseimbangan hubungan antara manusia
dengan Tuhan, manusta dengan manusia dan manusia dengan alam
lingkungannya vyang dap:{t mendatangkan kesejahteraan, kodamaian can
kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Ketiga unsur tersebut adalah. filosofi
yang menyangkut Parahyangan, fempat umat manusia untuk menghubundican
diri dengan Tuhan; Pawongan, tempat umat manusia untuk menghubungkan
diri dengan sesama manusia, Palemahan, tempat umal manusia
menghubungkan diri dengan alam lingkungannya,

Wilayah adalah ruang kesatuan geografis. di dalamnya fermasuic semua unisurs
terkait yang batas dan sistemnya ditentukan secara administratif,

Penataan Ruang adalah kesatuan proses perencanaan iata ruang. pemanfaalan
dan pengendalian pemanfaatan ruang;

Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang berisi kebijaksanaan
dalam memanfaatkan muka bumi wilayah kota, ruang di atasnya, ruang i
bawahnya maupun sebagai pedoman pengarah dan pengendaii pembangunan:
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana yang selanjutinva disingkat

RTRW adalah rencana tata ruang wilavah Kabupaten uniuk mewujudrun
keterkaitan antara keglalan yang memanfaatikan ruang dan  kebijakasn-
kebijakan mengenai kawasan vyang dilindungi, pengembangan kawasan
budidaya, sistem pemukiman, sistem kegiatan pembangunan, jaringan
prasarana, dan wilayah-wilayah yang diprioritaskan pengembangannya dalam
waktu rencana;
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. Rencana Defail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat BDTRK adaizh

rencana pemanfaatan ruang kota secara terindi, yang disusupn  uniuk
menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program
pembangunan kota;

. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adaiah

penjabaran dari rencana detail tata ruang kawasan perkotaan berupa rencena
geomeirik pemanfaatan ruang kawasan perkotaan vang disusun untuk
perwujudan  ruang kawasan perkctaan dalam  rangke  pelaksanaan
pembangunan kota;

Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya:

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan. ruang fautan. dar ruanc
udara sebagal satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makiuk lainnya
hidup dan mejakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
Ruang terbuka adalah jahan tanpa atau dengan sedikit bangunan atau dengarn
jarak bangunan yang saling berjatthan, dan merupakan wadah akuvizas, tempat
berkumpul dan jalur pergerakan manusia;

. Lansekap adalah penataan kawasan melalui penanaman vegerasi vana dapatl

memberi nilai tambah pada lingkungan baik secara estetis, psikotagis. souia!
maupun ekoiogis;

Caris langit (sky iine) adalah garis maya vang terbentuk oieh ujung - uiung
vertikal bangunan yang satu dengan bangunan lain disekitarnya,

Bangunan adalah bangunan gedung yaitu wujud fisik hasil pekeriaan kontruks
yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seiuruhnya berada
di atas dan ; atau di dalam tanah dan ; atau air, vanyg berfungsi sehagai tempat

manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau empat finggal
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan socsial, budaya. maupuh
kegiatan khusus;

Koefisien Dasar Bangunan yang sefaniuinya disebul KDB avaiah angka vang
menunjukkan perbandingan antara luas dasar banaunan dengan luas petak
atau persii;

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnva disingkat KLB adalah angka vang
menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan terbadap luas
persil;

GCaris Sempadan Bangunan yang seiaﬁjutnya disebuf 03B adaiah batas perst
yang tidak boleh didirikan bangunan, dan diukur dari dinding teriuar bangunan
terhadap as jalan;

Fasade adalah tampak atau wajah bangunan;

Fix Use adalah penggunan lahan secara khusus;

Mix Use adalah penggunaan lahan campuran antara dua atau iebih kegiatan:
Floating (anduse adalah penggunaan lahan camopuran dengan orientas
pengembangan vertika!;

. Konservasi  atau  pejestarian  adalah  berbagal  upaya memelihara.

mengembalikan dan meningkatkan wujud dan fungsi suaty kawasan, situs,
obyek, bangunan atau tempat dengan mempertahankan nilai historis dan
budayanya;
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. Preservasi adalah bagian dari konservasi yang bherupa pemeliharaan dar
U

pencegahan suatu tempat atau bangunan dari perubahan ata
tetap sesuai dengan keadaan asfinya;

kehancuran agar

. Restorasi adalah bagian dari konservasi yang berupa pengembatian kondis

fisik bangunan keaslinya dengan cara miemasang kembali unsur  unsur asli
yang hilang tanpa menggunakan bahan baru atau dengan membuang unsir -
unsur baru;

. Rehabilitasi adalah bagian dar konservasi yang berupa perbaikan dan

pengembalian kondisi bangunan yang rusak atau menurun dengan menjaga
nilai historisnya sehingga dapat berfungsi kembalt:

Adaptast adalah bagian dari konservasi yang berupa perubahan sebagian keci
bangunan atau tempat - tempat agar dapat digunakan uniuk fungsi baru vang
lebih diperiukan;

. Rekonstruksi adaiah bagian dari konservasi yang herupa pengembalian suatu

tempat atai bangunan semirip mungkin dengan aslinva dengan menggunaitan
bahan baru yang telah diteliti;

. Demolisi adalah bagian dari konservasi vang berupa penghancuran atau

perombakan suatu bangunan atau tempat Karena tingkal kerusakannya
dianggap membahayakan atau karena tingkat perubahannya dianggap sudah
tidai sesuai iagi:

Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali kawasan. bangunan-
bangunan, jalan-jalan dan lingkungan kunc dengan menerapkan fungsi bary
dalam penataan arsitektural aslinya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi,
sosial, pariwisata dan budaya.

BAR ¢
AZAS, MAKSUD DAN TUIUAN
Pasal 2

RTBL diselenggarakan berdasarkan 2 (dua} azas, yaitu:
a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu. berdaya guna dan

berhasil guna, serasi. selaras, seimbang dan berkelanjutan:

b. Keterbukaan, persamaan, Keadilan dan perfindungan huikum,

Pasal

I

Maksud disefenggarakan RTBL ini adalah sebagai berikut.
a. Pedoman pengembangan kawasan Core Budaya Kota Negara vang hidup dan

terbuka bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, itmu pengetahuan dan pariwisata

dalam rona arsitektur dan lingkungan sebagai bagian dari budaya Bali;

b. Landasan hukum bagi pelaksana program penataan bangunan dan lingkundan
kawasan Core Budaya Kota Negara.

Pengaturan RTBL bertujuan untuk:



a. Mengembangkan kawasan Core Budaya Kota Negara sebagai pusar kegiatan
ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata yang bercirikan arsitekturai Bali dan
fingkungan;

b: Mencapai pemanfaatan ruang dengan pola pemakaian khusus dan campuran

. ¥ang sesuai Rencana Detail Tata Ruang Kota dan arah perkembangan kota:

C. Mengembangkan kesadaran dan peran serta pemeriniah, swasle dan masvarakas.

BAB I
RUANG LINCKUP PERENCANAAN
Bagian Pertama
Kawasan Perencanaan
Pasal 5

Kawasan Perencanaan meliputi

a. Kawasan sepanjang koridor jalan utama Kota Negara yaitu koridor lalan Udayana.
A. Yani, Sudirman, Havam Wuruk dan Gajah Mada:

b. Kawasan sepanjang koridor ekonomi vaitu koridor jalan Dr. Soetomo

L2
8]
o |

Ngurah Rai

Bagian Kedua
Luas dan Batas Kawasan Perencanaan
Pasal 6
Luds dan batas kawasan perencanaan adalah sepanjang korider jalan utama Kotz
Negara yaitu Koridor jJalan Udayana, Jalan A. Yani, jalan jendral Sudirman. jaian
Hayam Wuruk dan Jaian Gajah Mada dengan total panjang jalan & Km ditambah
dengan kawasan perekonomian di sekitar Jaian Dr. Soetomo - Naurah Rai dengan
total fuas wilayah studi sebesar 2.287 Ha.

Pasal 7
{awasan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal § secarz administratii
merupakan bagian dari Kelurahan Baler Bale Agung. Kelurahan Eanjar Tengah
Kelurahan Pendem, Kelurahan Dauh Waru, Kelurahan Sanakaraoung, Keiuratran
Loloan Barat, Desa Batuagung, dan Desa Cangin Tukadava.

Pasal 8
Peta rencana batas kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
tercantum dalam lampiran 1 vang wmerupakan bagian tidak terpisankan dari
Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga
Lingkup Materj Perencanaan
Pasal 9



Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Llingkungan Core Budaya Kota Negars

terdiri dart.
1. Pengembangan penggunaan lahan di seluruh kawasan Kota Negara:
2. Pengembandgan kawasan prioritas, antara lain:

a. Kawasan perdagangan wilayah

b. Pusat perbelanjaan iokal

¢. Taman kota

d. Kawasan olah raga dan rekreasi

e. Terminal bus regional dan terminai Cargo: bongkar muat
3. Penentuan zona pemanfaatan ruang (lima zona prioritas dan tiga lokasi di koridor
Jalan Utama Kota Negara).

BAB IV
RENCANA PEMANFAATAN RUANG
Bagian Pertama
Pembagian Segmen Wilayah Perencanaan

Pasal 10
(1) Pemanfaatan ruang kawasan ditetapkan berdasarkan komposisi fungsi kawasan

yaitu .

a. Fungsi Hunian.

b. Fungsi Perdagangan dan Perkantoran.

c. Fungsi Rekreasi dan Budaya.

d. Fungsi Peribadatan.

(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terbagt dalam @

(sembilan) segmentasi wilayah yaitu:

a. Segmen 1, bermula dari awal pintu gerbang sehelah barat lalan Udayana
sampai dengan perempatan jl. Anyelir - Jl. AYani - lL Kapten Saestu Haa!
{sepanjang Jalan Udayana).

b. Segmen I, bermula dari perempatan JI. Anyelir - jl. AYani - ji, Kapten Saestu
Hadi sampai perempatan jl. Pahlawan - Ji. A Yani - jl. Rajawali (sepanjang Ji. A
Yani).

c. Segmen H! bermula dari perempatan jl. Pahlawan JI. A Yani - jl. Rajawall
sampai perempatan jl. Sugianyar - Jl. Sudirman - . Hasanudin.

d. Segmen IV bermuia dari perempatan JI. Sugianvar - . Sudirman - [
Hasanudin sampai perempatan Ji. Patih Jelantik - ji. Hayam Wuruk - ji. Ngurah
Rai.

e, Seamen ¥ bermula daa ). Patih jelantix ~ i Havam Woral - L Ngural Ra
sampal perempatan ji. Kutai - JI. Hayam Wuruk - Ji. Sriwijaya.

f. Segmen VI bermula dari j!. Sriwilaya - JI. Kutai - JI. Hayam Wurule - jl. Sriwijava
sampal pinty gerbang sebelah timur {i. Gajah Mada).

g. Segmen Vil berada di sepanjang }I. Dr Secetomo dan ji. Gatot Subioto.

h. Segmen VUl bermula perempatan ji. Gunung Agung - ji Gatot Subrowc - il

Pahlawan sampai perempatan ji. Ngurah Rai ~ §l, Hasanusdin - jI. P. Sumba.
Segmen IX bermula dart perempatan ji. Ngurah Rai -}l Hasanuddin . P,

Sumba sampai pertemuan antara Ji. Ngurah Rai - }i. Hayam Wuruk.



Pasal 11
Pela rencana pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

tercantum dalam Lampiran 2 vyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Penggunaan Lahan Wilayah Perencanaan
Pasal 12

(1) Koridor Jalan Udayana (Segmen [}, direncanakan sistem penggunaan lahan #x
u#se. Lahan yang belum terbangun pada bagian sisi barat sekitar 300 meter
dipertahankan untuk kawasan hijau. Direncanakan juga pembangunan termimnal
penumpang dan terminal kargo. Lahan yang belum terbangun direncanakan
untuk perdagangan dan jasa yang lebih mendukung keberadaar terminal dan
menunjang pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat di sekitar, Gunsa
lahan berupa perkantoran yang sudah ada tetap dipertahankan.

{(2) Koridor Jalan Ahmad Yani (Segmen ), direncanakan dengan konsep floating iand
use dengan orientasi pengembangan vertikal. Rencana penggaunaan iahan
diperuntukkan untuk mempertahankan guna fahan yang sudah ada dan
pengembangan mix use antara permukiman dengan perdagangan dan jasa.

(3) Koridor jalan Sudirman {Segmen Il dan V), rencana penggunaan lakan diarahkan
guna lahan untuk kawasan perkantoran, perdagangan retail, perdagangan vang
mendukung keberadaan pasar regional serta kegiatan perdagangan dan jasa
yang lebih mendukung kegiatan ekonomt dan pariwisata Kota Negara.
Sedangkan guna lahan pemerintahan, peribadatan dan olahraga rekreasi
diarahkan untuk menggunakan konsep fix use.

(4) Koridor jalan Hayam Wuruk - Gajah Mada (Segmen V dan Vi}, direncanakan untui
penggunaan lahan campuran antara permukiman dengan perdagangan dan jasa.
Permukiman yang ada tetap dipertahankan dengan konsep /ix ¢se¢. tahan belum
terbangun di bagian akhir segmen Vi tetap dipertahankan sebagal kawasan
hijau.

{5) Koridor jalan Gatot Subroto (Segmen Vi), direncanakan penggunaar lahan
perdagangan dan jasa dengan konsep bangunan Ffoating landuse denyan
orientasi pengembangan vertikal. Permukiman yang ada dapat dikembangkan
dengan konsep mix use antara rumah déng:m perdagangan atau sase

(6) Koridor jalan Ngurah Rai (Segmen VIii dan IX), khusus untuk segmen Vil
diarahkan untuk fix uyse untuk perdagangan retati dan grosir skaia regicnal ganp
kota. Segmen X diarahkan untuk penggunaan lahan perdagangan dan
permukiman campuran dengan konsep bangunan floating fanduse dengan
orientasi pengembangan vertikal. Sedangkan sarana kesehatan, pendidikan dan
perkantoran dipertahankan seperti kondisi eksisting.

Peta rencana pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud dalam Fasai i<
tercantum dafam Lampiran 3 yang merupakan bagian tdak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
Rencana Perpetakan Lahan Wilayah Perencanaan
Pasal 14

1. Koridor Jalan Udayana (Segmen i), Arahan perpetakan lahan pada klasifikasi iV

(Kapling sedang) dengan luas 250-600 m? dan kiasifikasi V (Kapling keci))

dengan luas 100-250 m2. Tetap mempertahankan kapling - kapling ktasifikasi i

dan kapling kilasifikasi !l yang teiah ada, Rencana perubahan kapling lahan

sedang menjadi kapling blok dengan adanya rencana pembangunan terminal
penumpang regional dan terminal kargo.

2. Koridor Jalan Ahmad Yani (Segmen I}, Arahan perpetakan lahan pada klasifikasi
Il (Kapling besar) dengan luas 600-1.000 m2 dan IV (Kapling sedang) dengan
luas 250-600 m2, dengan tetap mempertahankan kapling blok yang ada.

3. Koridor Jalan Sudirman (Segmen Il dan IV), Arahan perpetakan lahan pada
IKiasifikast Il (Kapling besar} dengan luas 600-1.000 m2 . kiasifikasi IV (Kapiing
sedang) dengan luas 250-600 m2 dan klasifikasi V (Kapling kecily dengan luas
100-250 m<. Rencana perubahan dari kapling sedang menjadi kapling blok
terkait dengan adanya rencana pembangunan pusat perdagangan wilayah dan
rencana pembangunan twin tower.

4. Koridor Jalan Gajah Mada - Hayam Wuruk(Segmen V dan VI), Arahan perpetakan
lahan pada klasifikasi V (Kapling kecil) dengan luas 100-250 m- serta tetap
mempertahankan bangunan kapling sangat besar dan kapling besar yany sudah
ada.

5. Koridor Jalan Gatot Subroto - Dr. Scetomo (Segmen V), Arahan perpelakan
lahan pada klasifikast I (Kapling besar) dengan luas 600-1000 m~ dan
kiasifikasi 1V (kapling sedang) dengan luas 250-600 m” serta tetap
mempertahankan kapling blok dan kapling sangat besar yang ada.

6. Koridor jalan Ngurah Rai (Segmen VHI dan iX), Arahan perpetakan lahan pada
klasifikasi IV (kapling sedang) dengan tuas 250-600 m dan kiasifikasi V tkapling
kecil) dengan tuas 100-250 m? serta tetap mempertahanikan kapling biok.
kapling sangat besar dan kapling besar yang ada.

Bagian Keempat
Rencana Wujud Bangunan Wilayah Perencanaan
Pasal 15
Rencana ketinggian maksimum bangunan disesuaikan dengan kondist bangunan
terhadap jalan, daya dukung fahan terhadap bangunan, skaia dan proporsi, seria
tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Ketinggian fanta; bangunan tetao
mempertahankan konsep tradisional B8ali dimana Ketinggian bangunan tidak
meiebihi ketinggian pohon kelapa atau 15 meter kecuali tower dan tempat ibadal.

Pasal 16
Rencana Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantar Bangunan (KLE;
ditetapkan sebagai beikut:
1. Bangunan pada segmen i (Koridor Jalan Udayana)
a. Bangunan dengan fungsi perumahan KDB maksimal 50% dengan KLB
maksimal 100%

b.Bangunan dengan.. ... ..



b. Bangunan dengan fungsi perdagangan KDB maksimal 65% dengan KLB
maksimal 260%
¢. Bangunan dengan fungsi jasa KDB maksimal 55% dengan KLB maksimal 165%
- d. Bangunan dengan fungsi pemerintahan KDB maksimal 50% dengan KL8
maksimal 150%
e. Bangunan dengan fungsi industri KDB dan KLE maksimai 50%
f. Bangunan dengan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial KDB maksima!
55% dengan KLB maksimat 1 10%
2. Bangunan pada segmen Ht {Koridor Jalan A. Yani)
2. Bangunan dengan fungsi perumahan KDB maksimal 55% dengan KLEB
maksimal 110%
b. Bangunan dengan fungsi perdagangan KDB maksimal 70% dengan KLB
maksimal 210%
¢. Bangunan dengan fungsi jasa KDB maksimail 60% dengan KLB maksimal 120%
d. Bangunan dengan fungsi pemerintahan KDB maksimal 55% dengan KB
maksimat 110%
€. Bangunan dengan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial KDB maksimal
60% dengan KLB maksimal 120%
3. Bangunan pada segmen Il dan IV (Koridor jalan Sudirman)
a. Bangunan dengan fungsi perumahan KDB maksima!l 60% dengan KLB
maksimat 120%
b. Bangunar dengan fungsi perdagangan KDB maksimal 75% dengan XiB
maksimal 300%
c. Bangunan dengan fungsi jasa KDB maksimal 60% dengan KLB maksimat 240%
d. Bangunan dengan fungsi pemerintahan KDB maksimal 55% dengan KLB
maksimal 220%
e. Bangunan dengan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial KDB maksimal
60% dengan KLB maksimal 130%
4. Bangunan pada segmen V dan V! (Koridor Jalan Gajah Mada - Havam Wurulo
a. Bangunan dengan fungsi perumahan KDB maksimal 60% dengan KXLE
maksimal 120%
h. Bahgunan dengan fungsi perdagangan KDB maksimal 70% dengan KLB
maksimal 210% _
¢. Bangunan dengan fungsi jasa KDB maksimal 60% dengan KLB maksimal 180%
d. Bangunan dengan fungst pemerintahan KDB maksimal 50% dengan KLE
maksimal 100%
e. Bangunan dengan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial KDB maksimal
60% dengan KLB maksimal 120%
5. Bangunan pada segmen VIl (Koridor jJalan Dr. Soetomo;}
a. Bangunan dengan fungsi perumahan KDB maksimal 45% dengan KLB
maksimal 135%
b. Bangunan dengan fungsi perdagangan KDB maksimal 75% dengan KLE
maksimal 225%
¢. Bangunan dengan fungsi jasa KOB maksimal 70% dengan KLB maksimal 210%
6. Bangunan pada segmen VI}l dan IX (Koridor jalan Ngurah Rai)

a. Bangunan dengan__._
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a. Bangunan dengan fungsi perdagangan KDB maksimal 75% dengan KLB
maksimal 300%
h. Bangunan dengan fungsi jasa KDB maksimai 70% dengan KLB maksimal 280%

Pasal 17

Rencana garis sempadan bangunan dibedakan menjadi sempadan muka bangungan,
dan sempadan samping bangunan yang ditetapkan sebagai berikut:

1.

Rencana garis sempadan muka bangunan pada jalan Udavana antaia 8.5 - 7
meter; jalan A. Yani dan jalan Sudirman 9,5 - 14 meter; lalan Gajah Mada, Hayam
Wuruk, DR. Scetomo dan jalan Gatot Subroto 9,5 meter; Jalan Ngurah Rai 11
meter.

. Garis samping pada bangunan inti, persil bangunan yang lebarnya 10 meter ke

bawah tidak dikenakan Caris Sempadan samping bangunan tetapi harus
mengikuti ketentuan KDB dan mendapat persetujuan tetangga terdeiat.
Sedangkan persil bangunan yang lebarnya lebih dari 10 meter dikenakan garis
sempadan samping bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bangunan 1 [antai dikenakan sempadan samping barngunan minimai 2 meter
b. Bangunan 2 lantai dikenakan sempadan samping bangunan minimal 3 meter
c. Bangunan 3 lantai dikenakan sempadan samping bangunan minimal! 4 meter
d. Bangunan 4 lantai dikenakan sempadan samping banhgunan minimal 7 meter

3. Garis Samping pada Podium

a. Podium adalah bagian bangunan yang ietaknya paling dekat dengan jatan
utama maupun jalan lingkungan. Sedangkan bangunan inti adalah bangunan
utama yang berada di belakang podium, umumnya bangunan menara {fowes),

b. Podium bangunan diusulkan tidak dikenakan Garis Sempadan samping agar
kesinambungan bangunan yang satu dengan yang lain tetap terjaga, terutama
pada street arcade. Lebar podium minimal ¥ tingginya, dan maksimal sama
dengan tinggi podiumnya.

Pasal 18

Rencana garis sempadan bangunan terhadap sungai {sempadan sungai),

1.

Minimal 10 meter dari tepi sungai di luar kawasan perkotaan;

2. Minimal 4 meter dari tepi sungai dalam kawasan perkotaan tidak bertanggui, dan
3. Minimal 3 meter dari tepi sungai dalam kawasan perkotaan bertanggul,

Pasal 19

Luas bangunan merujuk pada ketentuan KDB dan KLB yang diusulkan:

1.

Rumah tinggatl biasa rencana luas bangunan sebagai berikut:
a. Luas kapling 200 m? kebawah (jumiah lantai maksimum 2 lantai):
1. Luas lantai dasar memiliki luas maksimum 50% dari luas kapling; dan
2. Luas lantai dua memiliki luas maksimum 100 % dari luas lantai dasar.
b. Luas kapling antara 201- 600 m2 (jumlah lantai maksimum 2 lantai):
1. Luas lantai dasar memiliki luas maksimum 40% dari luas kapling: dan
2. Luas lantai dua memiliki luas maksimum 160% dari luas lantai dasar
¢. lLuas kapling lebth dari 600 m2 (umlah lantai maksimum 2 lantai):

1. Luas lantai dasar memiliki iuas maksimum 30 % dari tuas kapling; dan

2.luas lantai...... ... ... ...



2. Luas lantai dua memiliki luas maksimum 100% dari iuas {antai dasar.
Rumah tinggal yang bergabung pada bangunan toko dan kantor. luasnya
dibatasi maksimum 30% dari total luas fantai. Untuk bangunan yang fuasnya
600m: keatas juas maksimum rumah tinggal 180m? atau luasnya dibatasi
maksimumi 5% dari total {uas lantai.

Bangunan kantor terdiri dari Kantor Pemerintahan dan Kantor Swasta:
a. Pada bangunan kantor pemerintah (umlah lantai maksimum 4 lantai)

1. Luas lantai dasar, maksimum 55% dari luas kapiing; dan

2. Luas lantai dua maksimum 100% dari fuas lantai dasar.

b. Pada bangunan kantor swasta (jumlah fantai maksimum 4 lantai);

1. Luas kapling 200 m? kebawah, luas lantai dasar maksimum 60% dari luas

kapling dan luas fantai dua maksimum 100 % dari luas lantai dasar; dan

2. Luas kapling lebih dari 200 m?, luas lantai dasar maksimum 40% dari fuas

kapling dan luas lantai dua maksimum 100 % dari luas tantai dasar.
Bangunan Pertokoan:
a. Pada Pertokoan yang terletak di daerah padat
1. lLuas tantai dasar maksimum 75% dari luas kaviing; dan
2. Luas lantai dua maksimum 100 % dari luas lantai dasar.
b. Pada Pertokoan di daerah dengan kepadatan sedang:

1. Luas lantai dasar, maksimum 45 % dari luas kavling; dan

2. Luas lantai 2 maksimum 100% dari tuas lantai dasar.

Bangunan Industri/ Skala Pelayanan Sedang (Jumiah lantai maksimum 2 fantai},
turas lantai dasar maksimum 50% dari luas kapling dan iuas iantai dua maksimum
100 % dari tuas lantai dasar.

Bangunan-bangunan Umum:

a. Bangunan Peribadatan, luas lantai dasar maksimum 50 % dari tuas persil;

b. Gedung pertemuan umum, dan balai umum:

1. Luas lantai dasar, maksimum50 % dari luas persil; dan

2. Luas lantai 2 maksimum 100% dari luas lantai dasar.

c. Klinik, gedung yatim piatu, latihan kebugaran dan lembaga kesejahteraan
lainnya:

1. Luas lantai dasar maksimumm 50% dari luas persil; dan

2. lLuas lantai 2 maksimum 100% dari lantai dasar.

d. Bangunan Pendidikan:
1. Luas lantai dasar, maksimum 50 % dari luas persil, dan
2. Luas lantai 2 maksimum 100% dari iuas lantai dasar.

Pasal 20

Besaran masa bangunan diusulkan sebagai berikut:

1.

Pada bangunan berlantai satu (tidak bertingkat)

Lebar dan panjang bangunan tidak dibatast minimainya

Pada bangunan berlantai dua

Lebar dan panjang bangunan utama sekurang-kurangnya 4 m
Pada bangunan berlantai 3

Lebar dan panjang bangunan utama sekurang-kurangnya 6 m
Pada bangunan berlantai 4

Lebar dan panjang........ ...



Lebar dan panjang bangunan utama sckurang- Kurangnva 8 m

Pasal 21
Peta rencana intensitas bangunan kawasan sebagaimana dimaksud Pasai 19, Pasal
17, dan Pasal 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Prasarana
Pasal 22
{1).Pemerintah menvyediakan Prasarana umum di Kawasan Perencanaan yang terdiri
dari:
a. Jalan Umum;
. Air Bersih;
¢. Drainase;
¢. Sanitasi;
e, Jaringan Listrik; dan
f. Jaringan Teleporn;
(2).Pemilik dan ; atau penghuni diwajibkan :
a. Menyediakan dan memelihara lampu penerangan bangunan,
b. Menjaga kebersihan keindahan dan ketertiban lingkungan, dan
¢. Berperan serta memelihara dan menjaga prasarana dan sarana sebagaimana
dimaksud ayat (1},

Pasal 23
(1).Jalan—jalan di Kawasan Perencanaan harus dilengkapi dengan lansekap,
pertandaan, perabot jalan dan patok pengaman bagi pejatan Kaki.
{2).Ruang Jjalan di Kawasan Perencanaan harus bebas sscara mauiud (wswah dar
prasarana.
(3).Berdasarkan analisis secara morfologi sepanjang koridor wilayah periu
penambahan bahu jalan antara 1,5 - 3 meter dan median Jalan.

Pasal 24
{1).Pedestrian/trotoar pada wilayah perencanaan harus memberikan kenyamanan
dan kemudahan pejatan kaki dalam bergerak dengan cukup terlindung dari iatu
lintas kendaraan.
(2).Pedestrian/trotoar harus bebas dari hambatan dan gangguan yang disebabkan
oleh ruang vyang sempit seperti adanya PKL dan parkir maupun konaisi
permukaan pedestrian vang naik turun teriaiu tingai.

Pasal 25
Rencana parkir harus berorientasi terhadap kepentingan pejalan kaki, memudahian
pejaian kaki untuk mendapatkan moda, memudahkan aksesibilitas dan tidak
menggangau sirkulasi kendaraan fain.



Pasal 26
Peta Rencana Sirkulasi, Median, Pedestrian dan Marfologt jalan sebagaimarna
dimaksud Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tercantum daiam Lampiran 4 vyang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
Pasal 27
Jaringan Air Bersih di Kawasan Perencanaan ditetapkan sebagai berikut
t. Sistem jaringan air bersih pada wilayah perencanaan merujuk sepenuhnya pada
sistem Jaringan air bersih menurut rencana kota: dan
2. Penempatan jaringan air bersih diupayakan agar tidak berada dalam deretan
yang sama dengan jaringan listrik dan telepon yang menggunakan jaringan
kabel bawah tanah.

Pasal 28
Rencana jaringan drainase diatur sebagai berikut:
1. Saluran pembuangan air hujan direncanakan dengan memperhatikan topografi:
dan
2. Mempertahankan dan mengoptimalkan fungsi saluran drainase yang sudah ads
pada wilayah perencanaan.

Pasal 29
Jaringan Listrik menggunakan sistem jaringan kabel bawah tanah, dengan arahan
sebagai berikut:
1. Memanfaatkan jaringan listrik yang sudah ada dan tetap mempertahankan
tegangan menengah sebagai pemasok kebutuhan koridor,
2. Mengatasi gangguan visual kabel udara, diusulkan penyelesaian sebagal berikut:

a. Pada tahap awal, langkah yang bhisa dilakukan adalah merapikan jaringan
kabel udara di sepanjang tepi jalan maupun yang menyeberangi jalan, antara
lain dengan penyeragaman posisi tiang dan merapikan kabel yang semrawut.
Kabel udara yang menyeberangt jalan disyaratkan mempunyai tnggi
minimum 15 m atau lebih di atas permukaan jalan:

b. Mengganti kabel udara yang te'ib habis masa pakainya dengan kabei tanah
yang pelaksanaannya disesuaikan dengan progrant PLN, schingga iaringan
listrik di sepanjang jalan utama kota dalam jangka panjang menggunakan
sistem kabel tersembunyi di dalam ta ah; dan

¢. Sistem kabel tersembunyi di ¢ ‘am !anah tidak ditempatkan pada deretan
yang sama dengan jaringan au oersth untuk itu periu adanya koordinasi
dengan pihak terkait yang juga menajunakan sistem kabel lersembunyi
dalam tanah dari PT. TELKOM.

Bagin Keer.am
Elemen Pemb: niuk Lingkungan
Pacas 50
Elemen pembentuk lingkungan pada wile serencanaan dibedakan menjadt:
1. Street furniture, yang terdiri dari t¢lepu  umum, shelter. tempat sampah, halte,
lampu penerangan, tempat penyel: . .ngan dan pos paolisi; dan

2.5/gnage. .......................
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Sighage, yang terdiri dari reklame dan rambu lafu lintas

Pasal 31

Rencana penataan telepon umum diarahkan sebagai berikut;

1.
2.

(¥y

Ditempatkan di lokasi yang tidak langsung terkena matahari dan hujan;
Memberikan space vang agak ilebih leluasa dengan mengadakan bukaan ke
dalam dan apabila diperlukan dapat diberikan bangku-bangku taman untuk
dipakai sebagai ruang tunggu dan juga ruang untuk parkir kendaraan bermotor,

. Kecuall yang menyatu dengan box telepon agar tidak ditempatkan di daerah

tarangan parkir atau larangan kendaraan berhenti kendaraan:

. Ditempaikan dalam jangkauan pencahayaan penerangan umum agar Bisa

digunakan pada malam hari; dan

. Agar tidak terjadi tumpang tindih, penempatan fasilitas-fasilitas semacam ni

sebefumnya perlu dikoordinasikan dengan pihak-pihal yang terkait (antara ifain
Dinas Pekerjaan Umum, PT. Telkom, Perum Pos dan Giro, PLN, dan fain
sebagainya). Perabot Jalan harus disediakan sesuai peruntukkan ruangnya dan
didesain secara konteksiual.

Pasai 32

Rencana penataan shelter diarahkan sebagail berikut:

1.

Bentuk dan jenis shelter yang diusulkan ada tiga alternatif, yaitu shelter yang
beratap, shelter yang tidak beratap dan berupa rambu-rambu;

. Penempatan shelter dilakukan dengan mengadakan survey terlebih dahuiu pada

fokasi-lokasi potensial tempat simpul distribusi pergerakan pejaian kaki yang
akan melakukan perpindahan moda angkutan;

. Bentuk dan tampilan shelter dirancany sedemikian rupa sehingga tidak menutupi

dan mendominasi bangunan di lingkungan sekitarnya,

. Bentuk dan tampilan shelter dirancang sedemikian rupa sehingga memibiki

desain yang khas yang akan memperkuat karakter kawasan; dan

. Memperjelas identitas shelter agar mudah dikenali, terutama pada tempat-

tempat pemberhentian angkutan.

Pasai 33

Rencana penataan tempat sampabh diarahkan sebaga: berikut

1.

Perlu penyeragaman bentuk dan besaran tempat sampah vang berada dalam
satu koridor jalan;

. Setiap pembangunan baru, harus dilengkapi dengan tempat pembuangan

sampah vyang ditempatkan sedemikian rupa untuk peningkatan kualitas
lingkungan;

. Penyediaan tempat sampah agar mempertimbangkan segi estetika, terutama

yang dapat menciptakan identitas fingkungan; dan

. Dipisahkan antara tempat sampah kering dan sampah basah.

Pasal 34

Rencana penataan lampu penerangan jalan, antara lain:

!,

Penyeragaman ketinggian iampu penerangan jalan pada tiap-tiap ruas jalan;

2. larak penempatan. ...... ..



. Jarak penempatan lampu untuk jalan-jalan utama maksimal adalah 40 meter,

sedangkan untuk lampu skala pejalan kaki ditempatkan dengan jarak 20 meter:

. Lampu penerangan agar tidak digunakan untuk menempatkan reklame tempe!,

spanduk, selebaran atau yang tainnya, yang sifatnya merusak keindahan lampu:

- Sumber tenaga lampu penerangan jalan agar dipisahkan dengan kapiing

sekitarnya, sehingga pada saat terjadi pemadaman listrik total, iampu
penerangan jalan masih tetap bisa menyala;

. Lampu harus ditempatkan sehingga pola lampu saling bertumpang tindih pada

ketinggian 7 kaki atau 2,25 meter, yang cukup tinggi untuk menerangi badan
orang secara vertikat; dan

Pada tempat berbahaya seperti perubahan permukaan tanah yang tiba-tiba,
maka diperlukan penerangan pelengkap yang ketinggiannya lebih rendah atau
tambahan lampu atas.

Pasal 35

Rencana penataan bis surat, antara lain:

£
2L

Ditempatlkan di fokasi yang tidak fangsung terkena matahari dan hujan:
Penempatan bis surat harus tersedia ruang untuk tempat berhenti sepeda moto:
dan mobil; dan

. Letak bis surat sebaiknya diletakkan pada kawasan yang padat aktivitas, seperti

daerah permukiman.

Pasal 36

Rencana penempatan pos polisi adalah sebagai berikut;

-

Pos Polisi ditetakkan pada sudut jalan yang sedemikian rupa sehingga dari postsi
tersebut dapat melihat dengan leluasa keseluruhan arah jalan yang harus
dikuasainya,

. Pos polisi juga tidak menutupi bangunan yang ada dibelakangnya. Apabiia di

dalam pembangunannya dimungkinkan adanya sponsor yang berupa papan
iklan, hendaknya penempatan iklan tersebut menjadi satu kesatuan desain
dengan pos polisi tersebut. Jangan sampai tampilan dari iklan tersebur
mendominasi bangunan pos, untuk ity diusuikan maksimum 20% dari juas
hidang tampak pos polisi lafu lintas yang boleh ditempaikan papan iklan;

. Pos polisi lalu lintas dilengkapi dengan lampu penerandan atau ditempatkan

dalam jangkauan pencahayaan lampu penerangan jaian, sehingaa biss
difungsikan pada malam hari; dan

. Cukup tersedia ruang terbuka untuk penempatan Kkendaraan petugas,

penempatan dan sirkulasinya jangan sampai mengganggu lalu lintas kendaraan
yang lewat.

Pasal 37

Peta streer furniture sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 lercantum dafam
Lampiran 5 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati int,

Pasal 38

Rencana penataan reklame di wilayah perencanaan, antara fain:

1.Reklame. ...



. Reklame terdiri dari reklame tiang, reklame pada fasade bangunan. icon,

spanduk umbui-umbui, dan baliho. Papan nama terdiri dari papan nama diatas
ttang, menempel pada bangunan, menempel pada pagar;

. Penempatan reklame pada wilayah perencanaan umumpya ditempatkan pada

bagian muka bangunan, pelataran parkis, perempatan dan pertigaan jalan vang
pemasangannya memakai lahan trotoar:

. Pemasangan dan penempatan reklame dititikberatkan pada unsur estetika dan

unsur komersialnya, dan lebih banyak menggunakan reklame lampu untuk
menghidupkan suasana di malam hari;

. Ukuran rekiame perlu dibatasi sedemikian rupa agar tidak menutupi sebagian

besar tampiian bangunan atau mendominasi fasade lingkungan sekitarnya;

. Reklame tempel dan reklame dinding agar dipasang pada bidang dinding. Tidak

dipasang menutupl jendela, pints atau atap bangunan. Prinsipnya adatah
reklame dirancang sebagai bagian dari bangunan, bukan mendominasi
bangunan (maksimal, hanya 20% saja dari bidang muka bangunan yang boleh
tertutup papan reklame); dan

. Penempatan lokasi pada koridor-koridor jalan dirancang agar tidak saling

berhimpitan atau saling menutupi satu dengan yang lainnya, sehingga informasi
satu dengan yang lain bisa terbaca oleh pengamat.

Pasal 39

Rencana penataan rambu lalu lintas, antara lain:

1.
2
3.

Mempertahankan rambu-rambu yang sudah ada;

Rambu-rambu agar tidak diletakkan di tengah-tengah trotoar‘pedestrian;
informasi rambu harus jelas bagi pemakai jalan dalam berorientasi (Khususnya
bila ingin dipasang lebih dari-satu rambu laiu lintas);

Pernnempatan harus dapat dilihat dengan jelas bagi pemakai jalan, dan

. Perlu adanya pemeliharaan terhadap rambu-rambu yang telah terpasang.

Pasal 40

Peta rencana signage sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 2 tercantum daiam

Lampiran 6 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupatl int.

Bagian Ketujuh
Ruang Terbuka dan Penghijauan
Pasal 41

{1}.Ruang Terbuka terdiri dari:

a. Ruang Terbuka di luar kavling/blok
b. Ruang Terbuka di dalam kavhing/blok

(2).Ruang Terbuka di tuar kaviing/blok sebagaimana dimaksud avat (1) hurut 2

terdiri dari:
a. Semua jalan
b. Boulevard /median jalan

{3). Ruang Terbuka di luar kavling/blok sebagaimana dimaksud ayat (2} dapat

dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi serta merupakan elemen keindahan kota.

{4}, Ruang Terbuka. ..... ..



(4).Ruang Terbuka di dalam kavling/blok sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
berada didalam dan diluar bangunan dafam wilayah bangunan pribadi.

Pasal 42
fenis tanaman yang dapat ditanam pada ruang terbuka adalah
1. Tanaman vyang berfungsi sebagai pohon peneduh, estetis, penyejuk dan
~ penyaring udara;
2. Tanaman hias didalam pot.

Pasal 43
Peta Rencana Tata Hiau untuk peletakan tanaman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 tercantum dalam Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB YV
PENGENDALIAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Sumber Pembiayaan Pembangunan

Pasal 44
Pembiayaan pembangunan di sepanjang koridor Core Budaya Kota Negara
direncanakan sebagai berikut ;

1. Pembiayaan dari Pemerintah Pusat;

Pembiayaan dari Pemerintah Daerah;
Pembiayaan dari dana BUMN/BUMD,;
Pembiayaan sumber lain (pinjaman, komersial perbankan, obligasi Daerah); dan
Pembiayaan dari swasta.

v oW o

Bagian Kedua
Pengendalian Rencana Kota
Pasal 45
{1).Kegiatan monitoring merupakan kaji banding antara fakta (kondisi yang ada atau
sedang berkembang pada wilayah perencanaan) dengan tujuan (kondisi yang
diharapkan, yang ditetapkan dalam RTBL).
{2).Kegiatan monitoring dilakukan oleh:
a. BAPPEDA  Kabupaten Jembrana, sebagai koordinator perencanaan
pembangunan;
b. Dinas PULH Kabupaten Jembrana;
¢. Badan Pertanahan Nasional; dan
d. Dinas; instansi lainnya yang terkait.
(3).Kegiatan monitoring dapat ditempuh melalul instrumen ijin penggunaan tanah
dan bangunan.

Pasal 46

Pengawasan dan pengendaiian pelaksanaan RTBL Core Budaya Kota Negara
dilakukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47. ... .



Pasal 47

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan RTBL Core Budaya Kota Negara dilakukan
melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

(2) Pengendalian terhadap pelaksanaan RTBL Core Budaya Kota Negarz dilakukan
melalui perijinan sesuai dengan kewenangan vang ada pada Pemerintah Daerah.

(3) Pengawasan dan pencegahan segala keglatan pembangunan dan - atail
pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini menjadi wewenang
dan tanggung jawab Dinas/Instansi yang berwenang.

BAB Vi
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 48
Dalam kegiatan penataan kawasan Core Budaya Kota Negara, masyarakat berhak:
1. Berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian;
2. Mengetahui secara terbuka RTBL Core Budaya Kota Negara; dan
3. Menikmati manfaat kawasan dan / atau pertambahan nilai kawasan sebagat
akibat dari penataan kawasan.

Pasal 49
Dalam kegiatan penataan kawasan, masyarakat wajib :
1. Berperan serta dalam memelihara kualitas kawasan;
2. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan, pemanfaatan
dan pengendalian pemanfaatan; dan
3. Mentaati rencana tata kawasan yang telah ditetapkan.

Pasal 50

Dalam pengendalian pemanfaatan kawasan, peran serta masyaralkat cdapat

berbentuk :

1. Pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan Core Budaya Kota Negara, termasukk
pemberian informasi atau laperan pelaksanaan pemanfaatan kawasan, ogan .
atau, dan

2. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan
kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan kawasan.

BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 51
(1).Setiap orang dan / atau badan yang melaksanakan segala ketentuan vang diatur
dalam Peraturan Bupati ini dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah Daarah.
{2).Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebin lanjut dengan
Keputusan Bupati.



BAB Vil
SANKS! ADMINISTRASH
Pasal 52
Terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini -
1. Bupati berwenang memerintahkan untulk :
a. menghentikan pekerjaan dan/atau menyegel penggunaan sebagian atau
seluruh bangunan, bangun-bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan
bh. membongkar dan/atau membangun kembali sesuai ketentuan bangunan
2. Dalam hal dilakukan pembongkaran secara paksa maka biaya pembongkaran
dibebankan kepada pemilik bangunan.
3. Dapat dikenakan tindakan berupa penangguhan dan . atau pembatalan ijin,

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 53
RTBL Core Budaya Kota Negara dijelaskan lebih rinci dalam buku Rencana dan
Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, ketentuan yang bertentangan dengan
Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (higa) tahun harus
menyesuaikan.

Pasal 55
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggai 15 Mei 2007

BUPAY! JEMBRANA

5,
—P I GEDE WINASA

Diundaifgkan di Negara
pada tanggal 16 Mei 2007
SEKREFARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

1 KET RYATMIKA
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI] JEMBRANA
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINCKUNGAN (RTBL)
CORE BUDAYA KOTA NEGARA

UMUM.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) merupakan hasil perencanaan
tata ruang dan lingkungan vaitu perpaduan antara ruang dan bangunan-
bangunan yang telah ada dan yang akan didirikan dalam kawasan tertentu.

RTBL memuat rumusan kebijakan pelestarian dan revitalisasi kawasan vang
disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan kawasan dalam rangka
pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kawasan vang dilakukan
oleh Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

Bahwa RTBL Core Budaya Kota Negara yang merupakan perwujudan aspirasi
masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijakan pembangunan fisik di
Kawasan Core Budaya Kota Negara:

a. Merupakah pedoman, landasan dan garis besar kebijakan bag
pengembangan Kkawasan Core Budaya Kota Negara dengan wjuan
melindungi mengembarngkan ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata.

b. Berisi uraian tentang Kketerangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip
pokok pembangunan Kawasan Core Budaya Kota Negara yany berkembang
secara dinamis dan didukung oleh pembangunan potensi alami, serta sosial
ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi vang
menjadi ketentuan pokok bagi sefuruh jenis pembangunan, baik yang
dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Pemerintah Propinsi Bali
maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu
mengatur dan menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Core Budaya Kota Negara.

PASAL DEMi PASAL

Pasal !
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup ielas

Pasal ©
Cukup jelas



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

7
Cukug jelas
8
Cukup jelas
2
Cukup jelas
10
Ayat {1}
Yang dimaksud fungsi adalah fungsi dominan
Ayat (2}
Yang dimaksud segmen adalah peruntukan lahan
[
Cukup jelas
1.2
Avat (1}
Yang dimaksud fix use adalah penggunaan lahan untuk suatu
lenis kegiatan secara khusus
Ayat (2)
Yang dimaksud mix use adalah penggunaan lahan untuk
beberapa jenis kegiatan dalam satu petak lahan
Ayat (2)
Yang dimaksud floating landuse adalah penggunaan lahan
untuk beberapa jenis kegiatan dalam satu petak lahan
dengan orientasi pengembangan banngtinan vertikal
Ayat (3)
Cukup jelas
Avat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
13
Cukup jelas
14
Cukup jelas
15
Yang dimaksud Koefisien Dasar Bangunan {(KDB) adalah perbandingan
antara luasan lahan bangunan dengan luasan tahan sctiap persil lahan
Yang dimaksud Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adaiah perbandingan
antara total fuas lantai bangunan dengan luas lahan setiap persit
fahan
16
Cukup jelas
12



Yang dimaksud garis sempadan bangunan yang selanjutnya disebut
GSB adalah batas persit yang tidak boileh didirikan bangunan, dan
diukur dari dinding terluar bangunan terhadap as jalan.

Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasat 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Ayar (1)

Yang dimaksud stree? furniture adalah komponen peiengkat
jalan, terdirt dari telepon umum, shelfer, tempat sampah,
halte, lampu penerangan dan pos polisi.

Yang dimaksud Signage adalah sarana penandaan yang terditi
dari reklame dan rambu laiulintas

Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32

Yang dimaksud dengan sheiter adalah tempat istirahat bagi pejalan
kaki juga berfungsi sebagai perhentian kendaraan penumpanyg umum
untuk menurunkan dan menaikkan penumpang vang dilengkapi
dengan bangunan
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jeias



Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jeias
Pasal 40

Cukup jeifas
Pasal 41

Cukup jetas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasai 44

Cukup jeias
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 51

Yang dimaksud penghargaan dapat berupa :
- Kemudahan atau Keringanan biaya perijinan.
- Bentuk penghargaan lainnya
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 19






LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 19

TANGGAL : 15 MEI 2007
TENTANG : RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) CORE BUDAYA KOTA NEGARA

PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBRANA
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| 3 KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 19
TANGGAL : 15 MEI 2007
TENTANG : RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) CORE BUDAYA KOTA NEGARA

%‘ﬂ s
f?:f’ GBI Vil a2t
g1 2l

gl AT I

. % s " T R, %

Legenda :

Batas Desa/Kelurabhan S Wilayaly Segmen 2 S Wilayah Segmen 7 e —— !
F—J Sungai |:] Wilavah Segmen 3 E Wilayah Segmen 8

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Core Budava Kota Negara = i s R e
Tahun 2006

'-o a:m P $ s s

Batas Segmen Jalan : Wilayah Segmen 5 e Kommgar M Ar= g St (1. sy T, 1130504

25 Fomrw L8 Knmpistn P i B s oyt hubesets | o Togs, #3074 fLI008

Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan ‘:
~ L g & D Jaringan Jalan I: Wilayah Segmen 4 :l Wilayah Segmen 9 PT. WAHANA ADY A Bire Insiryur Dan Konsultan

Lampil‘ﬂn 2 Wilayah Segmen | E Wilayah Segmen 6 ‘-:m—-luml U Lot o 003 20esw
B4 drved, Seatirvmen VI g ek [P, Vol i (05071170783 TE590

Pembagian Wilayah Segmen

LUPATI JEN

I GEDE WINASA




LAMPIRAN 3.a:
NOMOR : 19

KEPUTUSAN BUPATIJEMBRANA

TANGGAL: 15 MEI 2007
TENTANG : RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) CORE BUDAYA KOTA NEGARA

Diarahkan sebagai
sebagai sawah

Penggunaan lahan diarahkan untuk jasa
berupa agen penitipan barang dan agen

Diarahkan dan direncanakan menjadi
distrik jasa berupa.-Bank, Agen
pengiriman barang, Tempat kursus,
Aguransi dan kegiatan jasa lainnya.

Diarahkan dan direncanakan sebagai kawasan
perumahan d tingkat k datan sedang. Fungsi
bangunan yang direncanakan adalah perumahan

fungsi campuran untuk perdagangan retail dan jasa
pengiriman barang, perkantoran, fotocopy, tempat
kursus dil

— el
[

Direfcanakan sebagai terminal ;
penumpang kelas A dan terminal kargo |7

Bitencanakan sebagai kawasams
perdagangan derigan merubhah guna
lahan eksisting berupa RTH menjad guna
lahan perdagangan retail skala kota
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LAMPIRAN 3.b: KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 19

TANGGAL: 15 MEI 2007
TENTANG : RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) CORE BUDAYA KOTA NEGARA
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LAMPIRAN 3.¢: KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 19
TANGGAL: 15 MEI 2007

TENTANG : RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) CORE BUDAYA KOTA NEGARA
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LAMPIRAN 4:
NOMOR :19
TANGGAL: 15 MEI 2007

KEPUTUSAN BUPATIJEMBRANA

TENTANG: RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) CORE BUDAYA KOTA NEGARA
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LAMPIRAN S: KEPUTUSAN BUPATIJEMBRANA
NOMOR :19
TANGGAIL: 15 MEI 2007
TENTANG : RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGRKUNGAN (RTBL) CORE BUDAYA KOTA NEGARA
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LAMEPIFEAN O: KREFUILILUSAN BUFALILJEMBEREANA
NOMOR : 19
TANGGAL : 15 MEI 2007
TENTANG : RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) CORE BUDAYA KOTA NEGARA
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LAMPIRAN 7: KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR :19
TANGGAL: 15 MEI1 2007
TENTANG : RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) CORE BUDAYA KOTA NEGARA
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